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- -p{rkembangan peratur,r.n perundang- undangan, sehingga perlu

disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan perrintbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a dan huruf b, perlt menetapkan Peraturan Bupati tentang

Kedudukan, Susunan {)r11anisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata

Kerja Inspektorat Kabul;at en Jember;

l.Undang-Undang Nomor It' Tahun 2OIl tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-unclangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OII Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomc r 5234), sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Ncmor 15 Tahun 2OI9 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 183, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Mengingat

(. Jti
4,.4t I

Jember;

34 Tahun 2016 tentang

')r11anisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata

-Krrlg Kabu ila .en Jember sudah tidak sesuai dengan



4. Peraturan Pemerintah Nrrror 18 Tahun 2016 tentang Perangkat-/
Daerah (Lembaran Negar;a lepublik Indonesia Tahun 2O1-64(6mor

II4, Tambahan Lembai^alr Negara Republik sia Nomor

5887), sebagaimana telalr liubah den

Nomor 72 Tahun 20 t.9 Le

5. Perat tentang Manajemen

2.

-

6.

7.

:

undang-Undang Nomor 5 Tahun 2074 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara i',.epublik Indonesia Tahun 2o14 Nomor

6, Tambahan Lembaran lrle1;ara Republik Indonesia Nomor s494);

Undang-Undang Nomor 2"1 rahun 2ol4 tentang pemerintahan

Daerah (Lembaran Negala ?epublik Indonesia Tahun 2oL4 Nomor

244, Tambahan Lembar:a:r Negara Republik Indonesia Nomor

5587), sebagaimana telair teberapa kali diubah, terakhir dengan

Undang-Undang Nomor !) Tahun 2or5 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2075 ,\o,rror 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomc r ['679);

,./'_ ' ) -2 1 >/ \' I --/'
YE e{w ai Ne ge ri _$pil ( Ler: r b t vary}e'-gara Republik I ndone sia Tahu n

iniar a telah diubah densan Peraturan

Nomor 17 Ti.hun 2O2O tentang Perubahan atas

i-aturan Pemerintah Nlm rr 11 Tahun 2OI7 tentang Manajemen

Pegawai Negeri Sipil (Ler,rb:ran Negara Republik indonesia Tahun

2O2O nomor 68, tambah'rn Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6a77);

Peraturan Pemerintah N,rm:r 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan

dan Pengawasan Pemeri rtu h Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OI7 \o ror 73, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomc,r t,O4l);

Peraturan Presiden Noritot 87 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Urtdz ng Nomor 12 Tahun 2OII tentang

Pembentukan Perat.tr€,.n Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia'.'ahun 2OI4 Nomor I99);

Peraturan Menteri Dalarn .,tregeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hiikrtm Daerah, sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Mentet i lralam Negeri Nomor 120 Tahun 2OIB;

8.

rahun 2016 Nomor y,: ,{ffin^yl f.*ur{,
Indonesia No^sta6q'( . ] i " i i i ri "' t ^)

Lembaran Negara Republik Indonesiayv, \
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9. Peraturan Menteri Dalaln Negeri Republik Indonesia Nomor ro7
Tahun 2077 tentang Pe dc'man Nomenklatur Inspektorat Daerah
Provinsi dan Kabupaten / Kc ta;

10. Peraturan Menteri Dalain vegeri Nomor 99 Tahun 2o1g tentang
Pembinaan Dan Pengendali rn penataan perangkat Daerah;

11. Peraturan Menteri Pendayalunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Ind.nr sia Nomor 2s rahun 2o2r rentang
Penyederhanaan Struktrlr Crganisasi Pada Instansi pemerintah

untuk Penyederhanaar Birokrasi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2O2I Nom;r 546)

12. Peraturan Daerah Kab. rp,rten Jember Nomor 3 Tahun 2016
tentang Pembentukan can Susunan perangkat 

-D6arah
(Lembaran Daerah Kab rp rten Jember Tahun Nomor 3,

3).Tambahan Lembaran Dar:ra h Kabupaten

UDUKAN, SUSUNAN
I SERTA TATA KERJA

B,_gt

KETENTUAI UMUM
Pasal I

Dalam Peraturan Bupati 'ni yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabuprter Jember.

2. Bupati adalah Bupati , Ier nber.

3. sekretaris Daerah ada.al Sekretaris Daerah Kabupaten Jember.
4. Inspektorat adalah Inspe <torat Kabupaten Jember.
5. Inspektur adalah Inspekl ur Insp.qktorat Kabupaten Jember.
6. Sekretaris adalah sekretrtris pada Inspektorat Kabupaten

Jember.

7. Inspektur Pembantu adalah Inspektur pembantu pada

Inspektorat Kabupater J,:mber.

B. Kepala sub Bagian adalah Kepala sub Bagian pada Inspektorat
Kabupaten Jember.

9. Jabatan Fungsional ada ial L sekelompok jabatan yang berisi fungsi
dan tugas berkaitarr dengan pelayanan fungsional yang
berdasarkan pada kealrli;rn dan keterampilan tertentu.

ilil
D

I

(l
Menetapkan :
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1o. Pejabat Fungsional ada.iah pegawai ASN yang menduduki
Jabatan Fungsional pnd;q instansi pemerintah.

BAB II
KEDUDUI(AN DAN SITSTTNAN ORGANISASI

Bagian Kc satu
Keduc{uilan

Pasal 2

(i) inspektorat merupaliar L unsur pengawas penyelenggaraan
pemerintahan daerah

Inspektorat dipimpin cteh Inspektur yang
bawah dan bertanggung awab kepada Bupati
Daerah.

(3) Inspektorat sebagaiman r dimaksud pada mempunyai
tugas membina d an mengaw

(2) berkedudukan

melalui Sekre

di

ra,

urusan
pemerintahan yang tne ied,+Few& serta t
lain yang diberikan-ol,6 {u{*ri. 

"

dimaksud

bidang pengawasan dan

pelaks n peflg;tw 1S"n internal terhadap kinerja
ngan melalui auCit, reviu, evaluasi, pemantauan

dan

dan
kegiatan pengawasr,.n ainnya;

c. pelaksanaan penga\^ asan untuk tujuan tertentu atas
penugasan Bupati;

d. penyusunan lapora,r I asil pengawasan;

e. pelaksanaan adminrst.asi Inspektorat;
f. pelaksanaan koordinari pencegahan tindak pidana korupsi;
g' pengawasan pelaksan;ran program reformasi birokrasi; dan
h. pelaksanaan pemr.ril:saan, pengusutan, pengujian, dan

penilaian tugas penqalvasan.

Balgian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 3
Susunan Organisasi inspektorat terdiri dari :

a. Inspektur;

b. Sekretariat, memkrav.ahi :

1. Sub Bagian Admi:ristrasi dan Umum; dan

(1)

llh.fu'ry,yffii
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2. Kelompok Jab,rte,n Fungsional.

c. Inspektur Pemb,rn:u wilayah I terdiri atas Kelomook
Jabatan Fungsior,al Auditor dan pengawas pemerintahan;

d. inspektur pembrnlu wilayah II terdiri atas Kelompok
Jabatan Fungsior,al Auditor dan pengawas pemerintahan;

e. Inspektur Pembrrnt'r wilayah III terdiri atas Kelompok
Jabatan Fungsior,al Auditor dan pengawas pemerintahan;

f. inspektur Pembant: Wilayah IV terdiri atas Kelompok
Jabatan Fungsio'al Auditor dan pengawas pemerintahan;

g. Inspektur Pembar rtu Khusus terdiri atas Kelompok Jabatan
Fungsional Auditr,r r lan pengawas pemerintahan;

h. Kelompok Jabata;i F ungsional.
Sekretariat dipimpir c leh Sekretaris yang berada di ba
dan bertanggungjaw;rb kepada Inspektur.

(3) Masing-masing Insp ek:ur pembantu be bawah dan
bertanggungjawab k,,pe da Inspe

(,f
</l(4) Sub Bagian dipimp r

dibawah dan
.4 1 "e 1q.,ji)'li

-uRAIAN TU ;Ars poil-ru*cs,
satu

$e kretariat
Pasal 4

ekretariat sebagaimana lirraksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf b,
mempunyai tugas irlr:12.,;ruttakan pembinaan teknis dan
administratif ke dalam sr)r'r? unsur di lingkup Inspektorat serta
tugas lain yang diberikan cL,h ln.Oektur.

(2) Sekretariat dalam melar.sanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), mempunya:, ftngsi :

a. pengkoordinasian rerlcena program kerja dan anggaran
pengawasan, penyiapan penyusunan rancangan peraturan
perundang-undanganrlai r pengadministrasian kerjasama;

b. pelaksanaan evaruasi pe:rgawasan, pengumpulan, pengelolaan,
analis dan penyajian lrrpcran hasil pengawasan serta monitoring
dan evaluasi pencapaian <inerja;

pelaksanaan pengelola,,ln keuangan;
pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah
tangga;dan

(2)

'1
I
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c.

d.



e. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
tugas.

Fa ragraf 1

Sub Bagian A dn rinistrasi dan Umum
Pasal 5

Sub Bagian

dalam pasal

a. mengeloia

b. mengelola

c. mengelola

Administrz'si dan Umum sebagaimana dimaksud

3 ayat (1) hu ru'b angka 1, mempunyai tugas :

urusan tata usaha surat menyurat dan kearsipan;
administras kr:pegawaian;

urusan perllng kapan dan rumah
d. menyiapkan bahan pel'rk,;anaan perbendaharaa
e. melaksanakan verifikasi. tkuntansi dan
f. melakukan persiapan rel rruh re

tu Wilayah

Pembantu Wil;iyz h sebagaimana dimaksud dalam pasal

3 ayat (1) huruf c, hunif ,1, huruf e, huruf f, mempunyai tugas

melakukan pembinaan d,rn pengawasan fungsional terhadap
pengelolaan keuangan, l in':rja dan urusan pemerintahan daerah

pada perangkat daerah s:rta pelaksanaan pengawasan untuk
tujuan tertentu atas penrigasan Inspektur.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Inspektur Pembantu Wilaya r mempunyai fungsi:

a. penyiapan perumusalr <ebijakan dan fasilitasi pengawasan

penyelenggaraan urusern temerintahan daerah;

b.penyiapan penyuslrnan kebijakan terkait pemeriksaan

penanganan pelaporan/ pengaduan masyarakat yang tidak
berkaitan dengan tindeik rridana korupsi;

c. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap

pelaksanaan tugas dai: fr ngsi perangkat daerah;

d. pengkoordinasian pele,ksanaan pengawasan fungsional

penyelenggaraan urusan temerintahan daerah;
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/pegawai dan



e. pengawasan terhadaF, 1enyelenggaraan urusan pemerintahan
daerah yang meliputi lrid rng tugas perangkat daerah;

f. pelaksanaan kerjasam,.r )engawasan dengan Aparat pengawas

Internal Pemerintah la'nr ya;

g. pemantauan dan pemrltakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;

h. pengendalian mutu lapor rn hasil pengawasan;

i. pelaksanaan pembinaarr kepada tim pengawas; dan
j.penyelenggaraan fungsi larn yang diberikan oleh Inspektur sesuai

bidang tugasnya.

Ba gian Ketiga
Inspekt nrr Pembantu Khusus

Pasal 7

(1) Inspektur Pembantr

dalam Pasal 3 avtt
dimaksud

dan

/A\ltr)

nyai t
melaksanakan ga

pengawa daerah serta
keei

mana dimaksud pada ayat

f*fiff,{ Khusus mempunyai fungsi:
rrulLan kebijakan terkait pemeriksaan

-us dan penanqarran pelaporan/pengaduan masyarakat
yang berindikasi te 'ja linya tindak pidana korupsi;
penyiapan penytrsr nan kebijakan terkait kegiatan
pencegahan korup: i;

c. penyiapan p( r:)j Lrsunan kebijakan terkait

f.

pengawasan pelaksir.n 1an reformasi birokrasi;
Perencanaan dan per,gkoordinasi program kerja pembinaan

dan pengawasan k} rur,q5;

pelaksanaan koordinrLsi pencegahan tindak pidana korupsi
dengan Aparat Peni4aruasan Intern Pemerintah (APiP), Aparat
Penegak Hukum, dan pihak lainnya;
perencanaan koc'rd nasi pelaksanaan perjanjian kerja
sama APIP APH;

pelaksanaan pencoga han, pengendalian, dan pemeriksaan

khusus terhadap p:nyimpangan serta penyalahgunaan

wewenang yang dilikr rkan oleh unsur pemerintah;

pelaksanaan kegiatan audit Perhitungan Kerugian Keuangan

Negara;

i.

b.

e.

oD'

h.



j. penilaian pelaksan,ra r Reformasi Birokrasi;
k. penanganan Whislle Blouing System (WBS) dan Benturan

Kepentingan;

m. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil
pengawasan khusurs;

n. pengendalian mutu la.toran hasil pengawasan; dan
o. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur

sesuai bidang tugar;nr a.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

Kelompok Jabatan FungsiorLal mempunyai tugas melgka{an kegiatan

ketentuan peraturan perunclar.e-unfF4 -1( < i i

,/-rffii',J,, ,,, 
L\,il )-----'

(i) Keromp"g6{\ l1q,6t4 lF,Lq+W"^ daram
pagaLfir-{Va+ ffi;hr{rLfi b rri$lta %'@atri atas sejumlah tenaga

sesuai dengan bidang tenaga 1 ungsional masitg-r66+flU.rau."rkan
lzofonfrrnn narn* l^' ^ ' ,^,1 ^^-^^-'/ -t l- |

urg9idha\ Yryi herpaki dryp'kelompok jabatan fungsionalh"'!a[1
n sd{-biil "ig u; *,rdny u.

(444
tlI

r ses

(3) Subkoordinator sebag,ain
melaksanakan tugas n,er
penyusunan rencana:
pemantauan dan evaluasi,
uraian fungsi.

(4) Subkoordinator sebagai;na
oleh pejabat Pembina <eI

berwenang.

rana dimaksud pada ayat (2)

rbantu Pejabat Administrator dalam
pelaksanaan dan pengendalian,
serta pelaporan pada masing-masing

na dimaksud pada ayat (2) ditetapkan
regawaian atas usulan pejabat yang

Fungsi,lnai sebagaimana dimaksud pada ayat
oleh subkoordinator pelaksana fungsi pelayanan

nal sesuai dengatr r uang lingkup bidang tugas dan fungsi
jabatan pimpinan tinggi,rri.t-ama

(5) Ketentuan mengenai nlmenkiatur dan tugas sub koordinator
ditetapkan oleh Bupati.
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BAB V
T,.\TA KERJA

lPasal 10

(1) Dalam meiaksanakan t;grrs dan fungsinya, Inspektur, Sekretaris,

Kepala Sub Bagian, Inr,pe ktur Pembantu dan Kelompok Jabatan

Fungsional wajib men( ra tkan prinsip koordinasi, integrasi dan

sinkronisasi, baik dal'lrr lingkungan masing-masing maupun

antar satuan organisas; c i lingkungan Pemerintah Daerah serta

Instansi lain di luar i)errerintah Daerah sesuai dengan tugas

pokoknya masing-masir i g.

(2) Setiap pemimpin satual oiganisasi wajib mengawasi bawahan_

masing-masing dan bi e ,,:rjadi penyimpangan ngambil

langkah - langkah yang di >erlukan.

(3) Setiap pemimpin satua r < rganisasi

memberi

nya.

mengikuti dan

rfta
\->

paikan

jawab pada atasannya

laporan berkala tepat

,-/,/.)-'/IdgnrAn yang d te':.ma

wahannya wajib d olah

untuk penyusunan llp rran

petunjuk kepada bawal ar nya.

(6) Daiam menyampaikan le poran masing-masing kepada atasan,

tembusan laporan w;r,jilr disampaikan pula kepada satuan

organisasi lain yang rreca.ra fungsional mempunyai hubungan

kerja.

Pasal 11

(1) Dalam hal terdapar. potensi penyalahgunaan wewenang

dan/atau kerugian ke uangan negaraf daerah, Inspektorat

melaksanakan fungsr ;ebagaimana dimaksud dalam Pasal

2 ayat (4) huruf c tanpa rrenunggu penugasan dari Bupati.

(2) Dalam hal hasil pelaksanaan fungsi sebagaimana

dimaksud dalam Pasa 1 2 ayat (4) huruf b dan huruf c terdapat

indikasi penyalahguna ln wewenang dan/atau kerugian

oleh pimpinan satuan organisasi

dan dipergunakan sebagai bahan

lebih lanjut dan memberikan

bimbingan serta

(4) Setiap

memimpin
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keuangan negaraf daeralr, Inspektur wajib melaporkan kepada
Bupati dan Gubernur lellku Wakil Pemerintah pusat.

}IAB VI
ES]SLON JABATAN

l)asal 12

(1) Inspektur merupakar. Jabatan Struktural Eselon IIb atau
Jabatan Pimpinan 'l inlgi.
Sekretaris, Inspel. tu i Pembantu merupakan Jabatan
Struktural Eselon IIra .ttau Jabatan Administrator.
Kepala sub Bagian :re rupakan Jabatan struktural Eselon IVa
atau Jabatan Penga,,va s.

FAB VII

(2)

(3)

struktur ntum
lampi sahkan dari

,B VIII
AN PERALIHAN

i'asal 14

turan Bupati ini n,ulri dilaksanakan pada saat dilakukan
pelantikan pejabat struk'ural sesuai dengan Peraturan Bupati ini;

(2) Pejabat yang ada te'a1 melaksanakan tugas dan fungsi
berdasarkan Peraturan Bi rpati Nomor 34 Tahun 2016 tentang
Tugas Pokok dan Fungs r I rspektorat Kabupaten Jember sampai
dengan dilaksanakanr'ys pelantikan pejabat berdasarkan
Peraturan Bupati ini.

}iAB IX
KETENT JAN PENUTUP

Slasal 14

Pada saat Peraturan Bupar-i ni berlaku, Peraturan Bupati Jember
Nomor 34 Tahun 2016 tenrarg Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi
Inspektorat Kabupaten Jenb':r (Berita Daerah Kabupaten Jember
Tahun 2016Nomor 34), dicairu. dan dinyatakan tidak berlaku.

Bagan
dalam
Peratu

A

KETET.{TI IAN
])asal 13

jl

g
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Fesal lS

Peraturan Bupati ini mulai irerraku mulai tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengel ah,rinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini deng"rn penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Jember.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 3l Desembe r 2O2I

BUPATI JEMBER,

ttd

BERITA DAERAH I(ABUPATEN JEMBE,R TAHUN 2ci21. NOMOR i34

fl

I
Diundangkan di Jember
pada tanggal St D*:nb<r

L5 19920.2 t ooL

2

\l
\,

lrr
li
1l
)

1
-!--1



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT I{ABUPATEN JEMBER

N

n'il\ lll)

1
1

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR : I zLJ TAHUN 2021 .,,,
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS --.-.DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPtrKTORAT KABUPAIEI{'
JtrMBER _----'

BUPATI JEMBER.

ttd

HENDY S

dan Umum

r reruoail,lr,[

Kelompok Jabatan
Fungsional

(Auditor dan
Pengawas

Pemerintahan)

!.r!$I!e!rE!!r -t-e !x! DarrEu
Wilayah fV

Kelompok Jabatan
Fungsional

(Auditor dan
Pengawas

Pemerintahan)

Kelompok Jabatan
Fungsional

(Auditor dan
--,-'iingsional

(Auditor dan
Pengawas

Pemerintahan)

Kelompok Jabatan
Fungsional

(Auditor dan
Pengawas

Pemerintahan)

i_
I ^s-ysdlsa 4 gauvqlLu-

I Wilavah I .

-1 $

DAERAH,

I


